SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 77 TAHUN 2006
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA MAKASSAR
KEPADA CAMAT DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (3) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimsana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yvang mengamanahkan Pelimpahan Kewenangan Kepala
Daerah kepada Camat ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah;

.- bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 77 Tahun 2006

Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota
Makassar Kepada Camat Dalam Lingkup Pemerintah Kota
Makassar sudah tidak sesuai dengan Perkembangan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ketentuan hukum
yvang menjadi dasar hukum pembentukannya telah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga perlu untuk ditinjau
dan dicabut; :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota Makassar; .

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indenesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran -Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

10.

11.

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601};

Peraturan Pemerintah Nomor S1 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan
Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl97]
Nomor 65, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar
dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomorl 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun - 2008 tentaing
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 40j};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016},

MEMUTUSKAN

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 77
TAHUN 2006 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
KEWENANGAN WALIKOTA MAKASSAR KEPADA CAMAT DALAM
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

Pasal 1

Peraturan Walikota Makassar Nomor 77 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Walikota Makassar Kepada Camat Dalam Lingkup
Pemerintah Kota Makassar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku



Pasal 2

Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 3
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Juli 2017

WALIKOTA MAKASSAR
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 24 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 14



